
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap sengketa konsumen dapat di selesaikan di pengadilan maupun 

diluar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Proses 

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat di selesaikan melalui 

suatu badan yang telah diatur menurut Undang-Undang, yang dikenal dengan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oleh karena itu, agar segala upaya 

memberikan jaminan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

dan Undang-Undang lainnya yang juga di maksudkan dan masih berlaku untuk 

memberikan Perlindungan Konsumen.
1
 Undang-Undang ini di sebut sebagai 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti 

kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian karena keberadaan 

perekonomian nasional banyak di tentukan oleh para pelaku usaha.
2
  

  Dalam proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan lebih kepada 

maksud dan tujuan berdasarkan kepentingan para pihak yaitu antara pelaku 

usaha dengan konsumen diharapkan dapat mengakomodasikan di dalam 

kepentingan para pihak yang bersengketa tersebut, tetapi pada kenyataannya 

penyelesaian sengketa tidak selalu berujung dengan selesainya 

perkara.sebagaimana contoh perkara yang ada di kota Padang antara pelaku 

usaha dengan konsumen, perkara tersebut berkaitan dengan kredit macet. 

                                                           
1
Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen. PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1 
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Perkara berawal ketika Amrizal membeli kendaraan kepada PT. CIMB Niaga 

Auto Finance Cabang Padang dilakukan secara kredit berdasarkan perjanjian 

pembiayaan muharabah dan dilengkapi dengan akta Jaminan Fidusia. Amrizal 

telah melakukan pembayaran kredit sebanyak sembilan belas kali . Pada 

tanggal 14 April 2014 unit ini ditarik oleh dept collector dari PT. CIMB Niaga 

Auto Finance Cabang Padang dengan alasan Amrizal terlambat membayar 

kredit selama dua bulan. Setelah unit ditarik keponakan dari Amrizal 

menghubungi pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang untuk 

menyelesaikan permasalahan ini, solusi penyelesaian dari PT. CIMB Niaga 

Auto Finance Cabang Padang adalah mewajibkan kepada Amizal untuk 

melunasi semua sisa hutang. Dikarenakan tidak ada jalan atau solusi yang baik 

yang ditawarkan oleh pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang, 

Amrizal melakukan pengaduan ke BPSK Kota Padang untuk meminta 

perlindungan hukum sebagai konsumen. 

 Setelah dilakukan konfirmasi gugatan kepada para pihak, Amrizal 

sebagai Penggugat dan PT.CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang sebagai 

Tergugat, dalam rangka penyelesaian sengketa dengan surat panggilan Nomor 

150/Pgl/BPSK-Pdg/V/2014, pihak penggugat menghadiri panggilan namun 

pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Pada persidangan kedua para 

pihak hadir, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki majelis untuk 

memberikan arahan yang bertujuan untuk mencari penyelesaian secara damai, 

tawaran ini tidak mendapatkan respon dari para pihak. Pada persidangan ini 

setelah tidak tidak didapatakan kesepahaman kearah perdamaian, maka 

menurut ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
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Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Tugas dan Kewenangan BPSK 

memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan pilihan penyelesaian dan 

memilih arbiter yang akan mewakili para pihak dalam persidangan selanjutnya. 

Setelah melalui beberapa kali proses persidangan, majelis memutuskan 

untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan memerintahkan tergugat 

untuk memberi kesempatan kepada penggugat untuk melanjutkan dan 

mendapatakn kembali unit kendaraan yang menjadi objek perkara serta 

mewajibkan penggugat membayar tunggakan dan kewajiban lainnya. 

Merasa dirugikan PT.CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang  

megajukan  permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Klass I A Padang 

melalui Putusan Nomor 78/Pdt.Sus/PBSK/2014/PN.PDG dalam perkara 

tersebut pemohon adalah PT.CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang  dan 

termohon adalah Amrizal, dengan amar putusan yang berbunyi mengabulkan 

gugatan permohonan keberatan sebagian, membatalkan Putusan BPSK Nomor 

27/PTS/BPSK-PDG/ARBT/VII/2014. 

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen yang putusannya final dan mengikat masih dapat 

dimintakan keberatan kepada pengadilan negeri, dimana putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut dapat dibatalkan melalui putusan 

Pengadilan Negeri.Berdasarkan uraian diatas telah mendorong penulis untuk 

mengukapkan ke dalam penulisan dengan judul: “PEMBATALAN PUTUSAN 

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH 

PENGADILAN NEGERI PADANG” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa alasan pemohon mengajukan keberatan terhadap putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan Negeri Klass 1A 

Padang ? 

2. Apa dasar petimbangan hakim mengabulkan permohonan keberatan 

pelaku usaha dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang Klass 

1A Padang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penilitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui alasan pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap 

putu 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan 

keberatan pelaku usaha dalam persidangan di pengadilan negeri Klass 1A 

padang  

D. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis 

penelitian sosiologis adalah penilitian terhadap penerapan hukum 
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didalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam 

masyarakat dilihat dari sisi hukum
3
 

2. Sumber Data 

Penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian 

dengan melakukan wawancara dari informan, yaitu Majelis Arbiter 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dan hakim 

Pengadilan Negeri Klass I A Padang dan responden, yaitu pemohon 

(PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Padang) dan termohon 

(Amrizal). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan yang berupa : 

1). Bahan Hukum Primer 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

c) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia 

                                                           
3
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, hlm 153. 
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d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

tata  cara pengajuan keberatan terhadap putusan badan 

penyelesaian  sengketa konsumen 

e) Putusan pengadilan negeri Klass I A padang 

Nomor78/Pdt.Sus/PBSK/2014/PN.PDG 

2). Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer .Bahan hukum sekunder 

diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh  

keterangan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan secara terbuka  kepada narasumber yaitu pihak 

Litigasi PT.CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang dan hakim 

Pengadilan Negeri Klass 1A Padang  

b. Analisa Data 

data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan 

mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti 

kemudian diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat. 
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